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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN

Menimbang

Menginga!

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA

BUPATI SANGGALU

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 62 Peraturan
PemerintahwsNomor 72 Tahun 2005 (entang Desa, maka di pandang
perlu mengatur ftentang Pedoman Pembentukan dan Mckanisme
Penyusunan Peraturan Desa dengan Peraturan Dacrah.

c 1.

-

Undang-Undang  Nomor 77 “luhun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang  Darural Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Dacrah Tingak 11 di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) scbagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun 1959 Nomor 72.
Tambahan Lembaran Negari Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 10 ‘Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tuhun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesii
Nomor 4437); sebagaimani telah telah beberapa kali diubah
rerakhir dengan  undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ),

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tuhun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintih Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambuhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N

tentang Pengelolaan Keuangan negara

omor 58 tahun 2005

(Lembaran Negara tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 158, Tambaha
Nomor 4587):

=]

entang  Pembinaan
Pemerintahan Dacrah

Peraturan Pemerintan Republik In

n Lembaran Negara

Republik Indonesia

donesia Nomor 79 Tahun 2005

dan  Pengawasan Penyelenggaraan

(Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503):

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Jenis dan Bentuk Hukum Daerah;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Prosedur Penyusunin produk 1lukum Daerah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Lembaran Dacrah dan Berila Daerah;

I'1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Pengawasan Peraturan I

Yacrah dan Peraturan

-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2006 tentang
Tahun 2006 tentang
Tahun 2006 tentang
Tahun 2007 tentang

Kepala Daerah;
Tahun 2006 tentang

Pedoman Pembentukan Jun Mckanisme Penyusunan Peraturan

Dacrah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA

Dan

ERAH KABUPATE

BUPATI SANGGA U

MIEMUTUSI

Menetapkan: PERATURAN DAERAII

PEDOMAN PEMBE

wAN

N SANGGAU

KABUPATEN SANGGAU TENTANG

NTUKAN DAN

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UML M

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah int yang dimalksud dengan =

.

Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggur
daeral dan DPRD menurul asas olonomi d

an ourusan pcmerium
an tugas pembantual

MEKANISME

han oleh Pemerintah
1 dan prinsip Negara



h.

m.

q.

Kesatwin republik Indonesia sebagainming dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Newir Republik ndonesia Tabun 1945,
pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat dierah schagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjuinya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyclenggariin pemerintahan Daerab.
Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Bupati adalah Bupati Sanggau.

pembantu Kepala Dacrah dalam penyelenggaraan

Perangkat Dacrah adalah unsur
kretariat DPRD, Dinas

pemerintihan dacrah yang terdiri dari Sckretariat Dacrah, Se
Ducrah, Lembaga Teknis Dacrith, Kecamatan dan Kelurahan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Dacrah.
Camat adalah Kepala Perangkat Dacrah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat
Lecamatan dalam Kabupaten Sanggau.

My . . .
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat  yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiz.

-

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urasan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa  dalam  mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat sctempat yang diakui dan dihormati
dulam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggard
pemerintahan desa.
Badan Permusyawaratan Desa, yans selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desin.
Dusun yang sclanjuinya discbut Kampung adalah bagian dari wilayah desa dan
merupakan bagian dari kesatuan masyarakal desa yang dibentuk berdasarkan asal usul
atau melalui musyawarah dan ditetapkan olch pemerintah desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undungan yang dibuat oleh BPD bersama

kepala desa.
a Desa adalah Peraturan pcrund:n'ng-und'.mgun yung ditetapkan oleh

PPeraturan Kepal
a meluksanakan Peraturan Desa dan

Kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangk
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggis
Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat menctapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa.

Berita Daerah adalah Penerbitan resmi pPemerintahan Dacrah y
mengumumkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desi

ang digunakan untuk



BAL I
ASAS

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik meliputi :

a. Kejelasun tujuan

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
K esesuaian antara jenis dan materi muatan
Dapat dilaksanakan

Keduyagunaan dan kehasilpunaan

Kejelusan rumusan

Keterbukaan.

-6 o noo

=

Pasal 3

(1) Pegaturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desu bersami Badan Permusyawaratan Desa;

(2) Peraturan Desa di Bentuk dalam rangka penyelenggaran Pemerintahan Desa;

(3) Peraturan Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial
budaya masyarakat desa setengpat.

(4) Peraturan Desa sehugaimana dimaksud padiayat (1)
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangi

dilarang bertentangan dengan
in yang lebih tinggi.

BADB I
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 4
penyusunan Rancangan Perautran Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan Dapat
berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desi.
Pasal 5
(1) Masyuarakat berhak memberikan masukan, buik secara tertulis maupun lisan terhadap
rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau Kepala Desa.
(2) Masukan dari masyarakat sebugaiman dimuksud pada ay
dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat desu setempat.

(3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ay
Desa dalam rapal penyusunan rancangan Peraturan Desa.

at (1), sebelumnya teiah

at (1) dibahas BPD kepada

Pasal 6

L masyarakat sebelum dilaksanakan
ermusyawaratan Desa.

Rancungan Peraturan Desa wajib disebarluaskan kupia
rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan P



BABR IV
MATERT ML INTAN
Pasal 7

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkal Desa meliputi :
a. Peraturan Desag

b. Peraturan Kepala Desas

¢. Keputusan Kepala Desa.

[fasal 8

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimani dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah

geluruh  matert  muatan dalam  rangka  penyclenggaraan pemerintahan  Desa,

pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa scbagaimani dimaksud dalam pasal 7 huruf b
adahih penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa schagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf ¢
adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat

penctapan.
-

Pasal 9

, dan Keputusan Kepala Desa tidak

Materi muatan Peraturan Desa. Peraturan Kepala Dest
raturan pcrundang-undungan

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau pe
yang lebih tinggi.

BADB YV
PEMBAIASAN, PENGESALTIAN AN l’l'{NETAl’AN
Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan

Desa.
(2) Dalam waktu 7 hari sebelum diadakan raput, rancangan Peranturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) harus sudah diterima oleh pemerintah Desa dan/atau Badan
Permusyawaratan Desa.
(3) Apabila rancangan Peraturan Desa schagaimana dimaksud ayat (3) yang diajukan oleh
Kepala Desa yang belum disctujui, maka dalam jangka wakiu 3 (lig ) hari sebelum rapat

pembithasan ketiga sudah harus disempurnakan.
Pasal 11
(1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(2) Rancangun Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa dapat ditarik

kembali sebelum dibahas bersama Pemerintahan Desi.



Pusal 12

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disclujui bersami oleh Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
(2) Penyampaian Rancangan peraturan Desa schagaimani dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung scjak tanggal persetujuan

bersamit,
Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari scjak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 1+

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas witktu penetapan peluksanaannyd.

Pasal 15

(1) Peraturan Desa sejak ditcta kun. dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
1 D )

wy mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa terscbut.

hukum yi
nana dimaksud padiayit (1) tiduk bolch berlaku surut.

(2) Peraturan Desa sebagai

BAB VI
MEKANISMIE PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10

(1) Dalam rangky pembuhasan rancangan peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa
mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh &

4. Sckurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan
Desa.
b, Pemerintah Desa

(2) Dalam hal jumlah anggot
schagaimand dimaksud pada ayal (1) hurul” a, rapat
dinyatakan tiduk sah atau dibatalkan.

(3) Apabila rapat Badan Permusyawataran Desa dinyatakan lidak sah atau dibatalkun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 y, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaran
Desa menentukan waktu untuk rapat berikutinya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak
pembatalan rapat pertama.

(4) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnyd sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 (liga) sejak hari pembatalan rapat pertamd.

(5) Apabila rapal Badan Permusyawaratan Desa berikutnya scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak memenuhi quorum, maka rapat dapal diajukan atas persetujuan yang
hadir.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan Lt ciarg pembahasan dan pengambilan
keputusantentang peraturan  desa diatur  dalam - peraturan {ata tertib Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD).

a Badan Permusyawalan Desi yang hadir kurang dari jumlah
Badan Permusyawaratan Desa



Al VI
TETINIK PENYUSUNAN
Pasal 17

(1) Tehnik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
adalah scbagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(2) Penyusunan kerangka struktur Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa terdiri dari :
4. Penamaan Judul
b. Pembukaan
¢. Batang Tubuh
d. Penutup dan
¢, Lampiran ( bila diperlukan )

BAIL VIII
EVALUASI
= Pasal 18

(1) Rancangan Peraturan Desa tentung Anggardai Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa),
Pungutan  dan  Penataan Ruang yang telah disctujui - bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari

disampaikan ilch Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi.

(2) Hastl evaluasi rancangan Peraturan Desn sebaguimana dimaksud  pada ayat (1
disampaikan olch Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
rancangan Peraturan Desa terscbut diterima.

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil cvaluasi rancangan Angga

a Desa (APBDesa) schagaimana dimuksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat
Desa dan Belanja

ran Pendapatan dan
Belanj
menctapakan rancangan Peraturan Desa tentang Angparan Pendapatan
Desa ( APBDesa ) menjadi Peraturan Desa.

asal 20

Lvaluasi Rancangan  Peraturan PDesit tentungs Angpanm Pendapatan dan Belanja Desa
(AP Desin) sebagaimani dimaksud dalam pasal 19 dipint didelepasikan kepada Camat

Pasal 19

(1) Peraturan [esu disampaikan olch Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah ditctapkan untuk dilakukan klarifikasi

(2) Peraturan Desd yang telah ditetapkan oleh pPemerintahan  Desa, berdasarkan hasil
klarifikasi dapat dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan kepentingan umum
atau peraturan pcrundang-undungam yang lebih linggi. .

(3) Keputusian pembatalan Peraturan Desit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupatipaling lama 20 (dua puluh) hari kerja scjak diterimanya

Peraturan Desa sebagaimani dimaksud pada ayat (1)



(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan sebagaiama dimaksud pada
avat (3). Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut dan
selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa merubah atau mencabut
Peraturan Desa dimaksud.

(5) Jika disctujui, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laing lama 20 (dua
puluh) hari setelah diklarifikasi Bupati dikembalikan kepada Pemerintahan Desa.

BABIN
PENYEBARLUASAN PERATI JIRAN DESA
Pisal 21

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jiumumkan dalam Berita Dacrah.

(2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan olch Sekretaris Dacrah.

(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
dilaksanakan dengan sosialisasi oleh Pemerintah Desi,

(4) Pengumuman Peraturan Desa dan Pengaturan Kepala Desa scbagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Sckretaris Desa.

BAR N
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengparan
Pemerintahan Desa.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana  dimaksud pada ay
memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, ar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yung berluku.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (2) termasuk dalam hal penyusunan
Peraturan Desa.

(4) Dalam mclaksanakan pembinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud ayat (3).

Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
it (4) berkewajibun melaporkan pelaksanaan tugasnya

at (1) dalam arti
ahan dan supervisi

(5) Camat schagaimana dimaksud ay:
kepada Bupati,
13AI1 NI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturn Dacrah ini, sepanjang mengenal pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali.



Pasal 24
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku padatan eal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinyi, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah
ini dengan penempatannya dalam Lembar Dacral Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 11 Juni 2009
BUPATI SANGGAU
rn

I1. SETIMAN H.SUDIN

Di Undangkan di @ Sanggau ,_
Pada Tunggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAEbH KABUPATEN SANGGAU

Pr———————

Drs. C. ASPANDI
Cipe Pembina Utama Muda
~uuNIP, 19530610 197803 1 008

LEMBARAN I)A'Eli/\ll KABUPATEN SANGGALU
TAHUN 2009 NOMOR S



PENJELASAN
ATAN
PERATURAN DAERAII KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAIIUN 2009

I UMUM

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa dan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
tentang. Pedoman Pembentukan dan Mckanisme Penyusunan Peraturan Desa, khususnya
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik berdasarkan tata
aturan perundang-undangan, di desa dibentuk Peraturan Desa yang dibuat oleh Desa atau
Badan Permusyawaratan Desa,

Dalam pembuatan Peraturan Desa harus mencerminkan kepada kepentingan
masyarakat desa dan tidak boleh bertentangin dengan  kepentingan umum, dan
Peranturan perundangan-undangan yang lebil tinggi, Peraturan Desa bersifat mengikat
kepada semua warga  masyarakat dan mempunyai  kekuatan  hukum scbagaimana
Peraturan yang lainnya. Hal ini maksudkan untuk menciptakan ketentraman dan
lancanva penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

E
I1. Pasal demi Pasal
Pasul |

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal -
Cukup jelas.
Pasal 5
[lak Masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan tat
Permusyawaratan Desa (BPD).
Pasal 0

- Yung dimaksud Lembaga Desa yang berkaitan dengan P
LPMD dan Lembaga lainnya.

- Dalam hal Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, apabila belum
memperoleh  kesepakatan  dengan Lembaga yang menangani  bidang
pembangunan, maka Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan desa
(BI'D) seyogyanya menyusun rancangan ulang untuk dimusyawarahkan kembali
puna memperoleh kata sepakat.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8

a tertib Badan

embagunan Desa adalah

Cukup jelas.



Pasal v

Cukup jelas,
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal |1

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16
Avat (1)
s IHurula
Cukup jelas
Hurulb
Yang dimaksud dihadiri oleh Pemerintahan Desa  adalah sekurang-
kurangnya Kepla Desa dan Perangkat Desa yang membidangi.
Aval (2)
Cukup jelas
Ayit (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Avat (3)
Apabila pelaksanaan rapat berikutnya tetap tidak memenuhi quorum, maka

rapat dilaksanakan dengan meminta persetnjuan yang hadir.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18

Ayat (1) !
Yang dimaksud dengan evaluasi dalum ketentwan ini adalah bersetujuan untuk

tercapainya keserasian antara kebijukan Desa dan kebijakan Dacrah, keserasian
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa,
Pasal 19
Cukup jelas
Pasul 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasul 22
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas,



Pasal 24

Cukup jelas.
Pasul 25

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.



